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PUTUSAN
Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Sbh
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat kedudukan , ( Saat Ini Baru), Kabupaten Padang Lawas, , ,
Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Muhammad Safii Pasaribu, S.H,
Advokat yang berkantor di JI. Ki Hajar Dewantara No. 88,
Sisupak, Sibuhuan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
16 Oktober 2020 sebagai Penggugat;
Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama Islam, pekerjaan |,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat
kediaman di ,, Kabupaten Padang Lawas, Hutarimbaru,
Barumun, Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat pihak yang berperkara dan para
saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16
Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan melalui Aplikasi E- Court
Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
260/Pdt.G/2020/PA.Sbh, tanggal 19 Oktober 2020 mengemukakan hal-hal

sebagai berikut:
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1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan
perkawinan yang Sah berdasarkan Agama Islam Pada hari Ahad, 16 Juli
2017 kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas
sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 0177/045/VII/2017 Tanggal 17 Juli
2017; Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah Sah menurut
hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun
1974 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa Setelah Menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap
di, , Kabupaten Padang Lawas;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada anak;
4. Bahwa setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
dan damai sekitar 5 (Lima) bulan, Namun sekitar bulan Desember 2017
terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan :

4.1. Tergugat tidak transparan dalam pemakaian hand phone;

4.2. Ibu Tergugat terlalu ikut campur dalam masalah keluarga;

4.3. Tergugat menelantarkan Penggugat di Kota Batam;

5. Bahwa Pertengkaran anatara Penggugat dan Tergugat terjadi Pada
bulan Desember Tahun 2017 dimana Tergugat menyatakan kepada
Penggugat bahwa Ibu Tergugat sudah tidak senang melihat Penggugat,
sewaktu Tergugat mengajak Penggugat ke kebun namun Tergugat tidak
mau karena sakit hati terhadap Ibu Tergugat, kemudian Tergugat
mengatakan na tolakmu tolak sada, na tolakmu tolak dua, na tolakmu tolak
tolu’ (ini talakmu talak satu, ini talakmu talak dua, dan ini talakmu talak tiga)
besoknya Penggugat meninggalkan rumah bersama pergi menuju rumah
Orang tua Penggugat di , (saatini Baru);
6. Bahwa pada bulan April 2018 Tergugat secara sembunyi-sembunyi
mengajak Penggugat untuk merantau ke Kota Batam tanpa izin dari orang
tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di
kota Batam;
7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi
pada bulan Maret 2019 dimana Tergugat pulang ke kampung di
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Hutarimbaru, , Kabupaten Padang Lawas dengan alasan sebentar untuk
membujuk kedua orang tua supaya kembali baik namun sampai dengan
saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi ke Kota Batam dan sejak itu
pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan
permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan
melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat,
namun upaya tersebut tidak berhasil dan justru perselisihan diantara
Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi;

9. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari hari di
rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan
perselisihan dan Pertengkaran;

10. Bahwa keputusan Penggugat untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah
dibicarakan dengan Tergugat dan telah pula diketahui oleh keluarga besar
masing-masing; Bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun
1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, menyatakan bahwa;

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’.
Disamping itu, Pasal 3 Buku | Kompilasi Hukum Islam menyatakan:
“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah, dan rahmah”

11. Bahwa apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974
dan Pasal 3 Buku | Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas dikaitkan
dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka
jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di
dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan
Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam
pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan
tersebut dipertahankan lagi;
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Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini Penggugat
memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan, Cq. Majelis Hakim yang
memeriksa Perkara ini kiranya berkenan memberi Putusan sebagai berikut :
Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menajtuhkan Talak Ba'in Shugro Tergugat ( Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat)

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:
Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-a
dilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Kuasa Hukumnya menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir
dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
dipersidangan sebagai wakil / kuasanya, meskipun Pengadilan telah
memanggilnya secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidak hadirannya
itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati
Penggugat, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat
dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya dirubah secara tertulis oleh
Kuasa Penggugat dimana perubahan tersebut tertuang dalam berita acara
sidang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat
tidak dapat didengar jawabannya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan
bukti surat berupa :

a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama , Kabupaten
Padang Lawas Nomor: 0177/045/V11/2017, tertanggal 17 Juli 2017, telah
dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup,
diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.1;

b. Fotokopi Kartu Keluarga yang telah dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan Kabupaten Padang Lawas nomor : 1221070711170006,
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tertanggal 07 November 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan
ternyata sesuai serta bermeterai cukup, diberi paraf dan tanggal serta
diberi tanda P.2;
Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang
dekat yaitu :

1. Saksi | kediaman di , Baru, Kabupaten Padang Lawas, di hadapan
persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang
pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi
adalah adik kandung Penggugat ;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
sah dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi mengetahui, akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat sering
berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang menghargai
Penggugat sebagai isterinya, Tergugat kurang menafkahi Penggugat dan
adanya campur tangan yang berlebihan dari orang tua Tergugat terhadap
rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa antara
Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran di rumah Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal selama kurang lebih selama 20 (dua Puluh) bulan;

-Bahwa saksi selaku keluarga atau orang dekat, telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi Il, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat
kediaman di , Baru, Kabupaten Padang Lawas, dihadapan
persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang
pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi
adalah Saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri

sah dan belum dikaruniai anak;
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- Bahwa saksi mengetahui, akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat sering
berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang menghargai
Penggugat sebagai isterinya, Tergugat kurang menafkahi Penggugat dan
adanya campur tangan yang berlebihan dari orang tua Tergugat terhadap
rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa antara
Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran di rumah Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal selama kurang lebih selama 20 (dua Puluh) bulan;

-Bahwa saksi selaku keluarga atau orang dekat, telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap
atas gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk
kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti
diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan orang yang tercatat sebagai
penduduk Kabupaten Padang Lawas maka sesuai dengan ketentuan pasal 49
ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang
telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006
terakhir dengan Undang-undang nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan
Agama, perkara ini merupakan wewenang relatif Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah
menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Juli 2017 dan ikatan perkawinan
tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan
demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara

cerai gugat ini;
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Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan kuasa
kepada Muhammad Safii Pasaribu, S.H, Advokat yang berkantor di JI. Ki Hajar
Dewantara No. 88, Sisupak, Sibuhuan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
16 Oktober 2020, oleh karena itu terlebih dahulu Hakim akan
mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat
serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, Jis. SEMA
Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun
1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus
memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara
spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di
Pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus
mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek
yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi
Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang
dapat bertindak sebagai kuasa / wakil dari Penggugat / Penggugat dan
Tergugat/ Tergugat diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan pasal
32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat adalah advokat yang telah
disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara
Penyumpahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih
aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah
diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2020,
ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur
kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai gugat di Pengadilan
Agama Sibuhuan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari
materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak
berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi
Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta
Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka
Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat
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dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah
mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak
melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam
perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 R.Bg Hakim telah
berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar
kembali rukun dan melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi
upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan
Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai
wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan
ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata didasarkan oleh alasan yang sah,
olehnya itu Tergugat dianggap tidak hadir dan tidak ingin mempertahankan hak-
hak keperdataannya di depan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan
Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek atau
tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon kepada
Pengadilan Agama Sibuhuan agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain
sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan tahun 2017 Penggugat
dan Tergugat bertengkar gara-gara Tergugat tidak lagi memberikan nafkah
kepada Penggugat dan ikut campur tangan Orang tua Tergugat yang terlalu
berlebihan kepada rumah tanggga Penggugat dan Tergugat, puncak
pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Maret tahun 2019 yaitu
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak
pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat, yang akhirnya mengakibatkan
Penggugat dan Tergugat hidup pisah rumah selama kurang lebih 20 (dua puluh)
bulan dan tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan
setelah dipanggil dengan resmi dan patut, maka secara hukum dianggap
Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan
bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah
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perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat berlangsung secara terus menerus, sehingga berakibat antara
Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, dan selama pisah rumah itu
pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin lagi hubungan
sebagaimana layaknya suami istri dan telah diupayakan untuk damai oleh
keluarga, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah
tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di dalam
persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka
sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai
Allah dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit
perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas
suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari
kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Hakim
berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat
untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat dianggap telah
mengakui kebenaran dalil- dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1)
R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya,
Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah
bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat
dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan
materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama

Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti
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tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa Oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai
kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal
1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah
merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan
Tergugat yakni Miswaruddin Hasibuan bin Ali Kamar Hasibuan dan Arman
Suheri Pulungan bin Erpi Pulungan, dimana dalam memberikan keterangannya
telah bersumpah (vide Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo pasal 1911 KUH Perdata)
dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide
pasal Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo pasal 1908 KUH Perdata) serta
kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 76
ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil
materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai
dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri / diketahui
sendiri / didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan
oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi
syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg,
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai bukiti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P-2, dan saksi-saksi
Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum
dikaruniai anak;

2. Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat bertengkar gara-gara
Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, puncak
pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Maret tahun 2019,
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dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah
memberi nafkah lagi kepada Penggugatt;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul dalam satu
rumah tangga yang baik mereka telah berpisah rumah mulai Maret 2019
hingga sekarang selama kurang lebih 20 (dua puluh) bulan dan tidak pernah
rukun lagi;

4. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat,
agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan
fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat
tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan keduanya sudah
berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan
selama kurang lebih 20 (dua puluh) bulan, sehingga keduanya tidak mungkin
dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf
() Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Al Anwar Il halaman 55 yang berbunyi sebagai

berikut :

Artinya : “Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu
diputus dengan bukti-bukti (persaksian) ”;

2. Kitab Figh Sunnah Jus Il halaman 248 yang berbunyi

sebagai berikut:

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan
keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan
hubungan suami istri  tidak dapat lagi diteruskan karena

perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak
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berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak
ba’in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi
antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah
tangga menjadi pecah (broken marriage) dan sudah tidak mungkin untuk dapat
dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya
perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan
tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula
yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 379/K/AG/1995 tangal 26 Maret
1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi
perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah
dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah
tangga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam
rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Hakim berpendapat
bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang
tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari
madlarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian
merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil
gugatannya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan

petitum gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2)
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huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka permohonan Penggugat
sudah sepatutnya dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu
bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.
Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga
(3), Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup
bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat;
Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untu
k menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat) terhadap Penggugat
(Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.416.000,0

0 (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17
November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Akhir 1442
Hijriyah, oleh oleh Wendri, S.Ag., M.H. sebagai Ketua, Akhmad Junaedi, S.Sy.
Dan Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.l. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad
Sarkawi, S.H.l. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,
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Wendri, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota Il
Hakim Anggota |

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I
Akhmad Junaedi, S.Sy
Panitera Pengganti,

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:
- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

- Biaya Proses :Rp. 50.000,00

- Biaya Panggilan : Rp. 300.000,00

- Biaya PNBP : Rp. 20.000,00

- Biaya Redaksi :Rp. 10.000,00

- Biaya Meterai :Rp. 6.000,00
Jumlah : Rp. 416.000,00

(Empat ratus enam belas ribu rupiah)
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